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BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2000
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

B'UP AT 1 "BiA:NSREMIN"G

‘fenimbang

(]

bahwa .dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis
operasionalisasi Badan Perwakilan Desa (BPD),
telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun
2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Badan Perwakilan Desa (BPD) ;

b. bahwa dalam rangka wupaya pembenahan serta
pengakuan secara yuridis formil terhadap
keberadaan BPD yang merupakan lembaga Independen
khususnya mengenai legalitasnya, maka ketentuan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 2
Tahun 2000 perlu ditinjau kembali untuk
disempurnakan ; -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal terseblut
di atas, perlu menyempurnakan Keputusan Bupati
Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan -
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang .

Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang -

ditetapkan dengan Keputusan -Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangfﬁ
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan'
Jawa Barat (Bepita Negara Tahun 1950) ; e

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangi;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

J. Undang - wundang Nomor 25 Tahun 19989  “tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan
Daecrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor '1848)

.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1599
tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri
Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri
dan Instruksi Mentleri Dalam Negeri mengenai
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa ; . .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 tentang Petunjuk Peluksanaan dan Penyesuaian
Peristilahun Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan ; ‘

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999 tentung Pedoman Umum Pengaturan mengenai
Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa
(BPD) (Lembarun Daerab Kabupaten Bandung Tahun
2000 No.$& Scri 3 0y

Keputusan YHupali Womor 2 Tahun 2000 tentang
Petunjuk Pelaksunaun Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2000 tentung Pembentukan Badan Perwakilan
Desa (BPD) (Lembaran Dacrah. Kabupaten Bandung
Tahun 2060 No.l17 Seri : D) :

Mok sV 8k A #

PENYZMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG PETUNJUR PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 'TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PLKWAKILAN DESA (BPD) ‘

Pasal |

Kepulusan Bupaii Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan YFeraiuran Daerah Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pembencukan Badan Perwakilan
Dasa {BPD), yang telan diundangkan dalam
Lembaran Duerah KRubuputen Bandung Tahun 2000
No. 17 8Seri : D), discupurnakan menjadi sebagai
berikut

a. Judul Parsgrai 2, Pasal.3 yang berbunyi

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan serta
Pelantikan Anggota BPD.

Diabah dan larus dibaca sebagai berikut :

.

Mekanisme  Penculonun dan . Pémilihan serta ., -

Peresmian Anggota BPD.

7




480

Paragraf 3. Pelantikan Anggota BPD,  Pasal 4,
vang berbunyi :

Pasal 4
Bagi AAggota BPD vong telah mendapat pengesahan

aebagaimana  dimabtsul  pada Pasal 3 avat Slas).
segera ﬂi!akxnnuknn.purmumlan oleh Bupati acau

Priyaka! wang ditunjuk “oleh Bupati dengan
perancangan tempat  dan waktu pelantikan

ditentutan Homulian,

Dinhah dan Yavy fibnoy Eeagbiieborigat

Pareicra

Pen~vluhen Anycoata DED
Resnaid

~ e,

fElveTene e dah mendapat
pecncrahan  sebagairana  dimaksud Pasal 3
parR LANG e de s sumpah/janji  vang
disakaihen  ciel Dupnti atau pcjabat  yang
ol by N doe

L Bae ST Tt

(2) - PelevVaanaan i Sumpah/dunji sebagaimana

Aimsand cwada-vwyar f1), didampingi oleh
Paheninuwan o

{3V Sweanan B4k L wba sumpnh/janji  sebagaimana

|
Aiaaatgl spnt AL gt tch sebagai berikut

" DNami Miab STakany, save dersumpah/ber-
e e R T e e kewajiban
@otaku Ansueta Badan Ferwakitan Desa
“DPmY T sebaKebniknya, sejujur-
SR ottt ead i lnya, bahwa saya
aban e e tw e o T mengamalkan  dan
mereangglign ST aiilag sebagai Dasar
Necare dan gl “aya  akan  menegakan

Yobidannn - C.ralinai o dan Undang-undang
Dasar 1945 «ehrgai  konstilusi Negara

Sempa meaglal oo wran perundang-undangan
ang betaku hagi Gesa, Daerah dan Negara
Kecatuan Reaqhl il Tndanesia
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Pasal 3

Keputusan ini mulai berlakn pada tanggal ditetap-

ko,

Ditefeepkun di Sorcang
e AnEral 30 Juni 2000

W Fs B0eb A NDUNSD

TEETATIA D, §.1p.

Diundangkan di Soreang.
pada tdnegdl 30 Juni 2000

JIN M, GHL MM,

LEMBARAN DAERAH
TAR 2000 NOMOY

SATEN BANDUNG
0 ST o

Salinan sesuai dengan aslinya
LA A BAGIAN HUKUM,




